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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP 

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 

(Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 

01 PK/Pid.sus/2019) 

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dan terus meningkat setiap 

tahunnya, dimana perbuatan tindakan korupsi sering kali terjadi disebabkan 

penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik menggunakan wewenang yang tidak terikat 

ataupun menggunakan wewenang yang terikat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan sanksi 

terhadap Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 01 

PK/Pid.sus/2019. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan 

hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus, kemudian dipelajari secara deskriptif dengan 

menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 

01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019) pelaku dapat 

diminta pertanggungjawaban pidananya, karena perbuatannya yang menguntungkan diri 

sendiri ini dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, sehingga merugikan negara serta dapat dijatuhkan pidana. 

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan Penjatuhan 

pidana 
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ABSTRACT 

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION AGAINST ABUSE 

OF AUTHORITY IN OFFICE 

(Study of Decision Number 01/Pid.Sus - TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Decision Number 01 

PK/Pid.sus/2019) 

The crime of corruption in Indonesia has been widespread and continues to 

increase every year, where acts of corruption often occur due to abuse of authority in office, 

either using unbound authority or using bound authority. This study aims to understand 

the basis of judges' considerations and criminal responsibility in imposing sanctions on 

Decision Number 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Jo Decision Number 01 

PK/Pid.sus/2019. This research is a normative legal research, with the sources of legal 

material being primary and secondary legal materials, using a statutory approach and a 

case approach, then studied descriptively using deductive and inductive methods to answer 

the problems studied. Based on the research that the author did on the Juridical Review of 

Corruption Crimes Against Abuse of Authority in Position (Study of Decision Number 

01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Decision Number 01 PK/Pid.sus/2019) the 

perpetrators can be requested criminal responsibility, because of his actions that benefited 

himself and was proven to have violated Law No. 20 of 2001 concerning amendments to 

Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, thereby 

causing losses to the state and criminal penalties could be imposed. 

Keywords: Corruption, Abuse of Authority and Criminal Imposition 




